
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Rancangan

PERATURAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DESA WISATA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: a. bahwa pembangunan pariwisata merupakan pembangunan
yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan
perekonomian daerah dalam meningkatkan pendapatan asli
daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa potensi pariwisata di Nusa Tenggara Barat banyak
berada di desa sehingga perlu dikembangkan pariwisata di
desa melalui pembangunan dan pengembangan Desa
Wisata;

c. bahwa sebuah desa untuk dapat ditetapkan sebagai Desa
Wisata harus memenuhi persyaratan, dan belum ada
peraturan yang mengatur, sehingga perlu menetapkan
peraturan yang dijadikan dasar, pedoman dan mekanisme
dalam penetapan Desa Wisata;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Desa Wisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa TenggaraTimur(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5262);

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel
Syari’ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 74);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2014 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2009 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran



Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DESA WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang

melaksanakan urusan kepariwisataan.

4. Kepala Dinas Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi

dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur

kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi

yang berlaku.

6. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga

masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah

Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai

pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola desa wisata.

7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan

pariwisata.

8. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan

barang/jasa emenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung

kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.



9. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.

10. Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan,

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan

wisatawan.

11. Pengusaha Wisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan yang

melakukan kegiatan usaha periwisata.

12. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata,

fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang disediakan bagi dan/atau

dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam

satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.

13. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul

sebagai wujud kebutuhan setiap orang atau negara serta interaksi

antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan,

Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,

pengusaha dan/atau Pemerintah Daerah.

15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tark

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

16. Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan

wisatawan.



Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengembangkan

pembangunan desa wisata dalam menunjang pembangunan ekonomi desa

untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a. mempercepat perkembangan pembangunan pariwisata di desa;

b. mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

c. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur

kehidupan,tatacaradantradisiyang berlakudimasyarakat Desa;

d. memperkenalkan potensi yang dimiliki desa kepada wisatawan sehingga

menumbuhkan daya tarik; dan

e. mendorong desa untuk meningkatkan pembangunan pariwisata dengan

berkreasi menumbuhkan destinasi wisata dan berbagai kreasi wisata

yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke desanya.

BABII
PENETAPANDESAWISATA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal4

PenetapanDesaWisatadilakukanmelaluitahapan:

a.pencananganDesawisata;

b.penilaianDesaWisata;dan

c.penetapanDesaWisata.



BagianKedua
PencananganDesaWisata

Pasal5

(1)PencananganDesaWisatadapatdilakukanolehkelompokmasyarakat,BUMDes

a,ataupihaklainmelaluikepaladesaataulurah.

(2)KepalaDesaataulurahmengajukanpermohonanpenetapanDesaWisatasesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

(3)DalamhalpermohonanpenetapanDesaWisatalintasKabupaten/Kotadalamwil

ayahProvinsi,Bupati/WalikotamengajukanpermohonanpenetapanDesaWi

satakepadaGubernur.

(4)Pengajuanpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat(3)harus

melampirkandokumenpendukungpalingsedikitberupa:

a.dataprofilwilayah;

b.potensiwisatayangakandikembangkan;

c.datapengunjungDesaWisata;

d.kelembagaancalonPengelolaDesaWisata;

e.kesesuaiandenganrencanatataruangwilayah;dan

f.rencanamitigasibencana.

BagianKedua
PenilaianDesaWisata

Pasal6

(1)GubernurmelakukanpenilaianusulanpermohonanpenetapanDesaWisatalint

aswilayahKabupaten/KotasebagaimanadimaksuddalamPasal8ayat(3).

(2)PengajuanpermohonanpenetapanDesaWisatasebagaimanadimaksudpadaay

at(1),Gubernurmelakukan:

a.sosialisasikepadamasyarakatyangmemuatpengetahuanrencanadanpemb

angunanDesaWisata;

b.inventarisasidanpenggalianpotensidayatarikwisatayangharusdipertahan

kan;



c.manajemenpemasaranpariwisata;dan

d.penilaiankelayakansebagaiDesaWisata.

(3)Penilaiansebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufdmeliputi:

a.atraksiwisatayangpalingmenarikdanatraktifdiDesa;b.kondisigeografisDesa

menyangkutmasalah-

masalahjumlahrumah,jumlahpenduduk,karakteristikdanluaswilayahdes

ayangberkaitandengandayadukungkepariwisataanpadasuatuDesa;

c.sistemkepercayaandankemasyarakatanyangmerupakanaspekkhususpad

akomunitassebuahDesa;

d.ketersediaaninfrastrukturmeliputifasilitasdanpelayanantransportasi,fasil

itaslistrik,airbersih,drainase,pengolahanlimbah,telepondansebagainya;d

an

e.perkembanganjumlahpengunjungDesaWisata;

f.rencanakelembagaanpengelolaDesaWisata;

g.analisiskesesuaiandenganrencanatataruangwilayah;

h.analisisrencanamitigasibencana.

Pasal7

(1) DalammelakukanpenilaiansebagaimanadimaksuddalamPasal9,Gubernurm

embentuk Tim Penilai.

(2) Gubernur dapat

menugaskanperangkatdaerahyangmembidangiurusanpariwisata untuk

membentuk Tim Penilai.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

1. Sekretaris Daerah;

2. Dinas;

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertinggal;

5. Perwakilan Pelaku Usaha Wisata; dan

6. Akademisi.



(4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Tim Penilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan

Gubernur.

BagianKetiga

PenetapanDesaWisata
Pasal8

(1) Hasil penilaian dari Tim Penilai disampaikan kepada Dinas untuk

selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk penetapan Desa Wisata.

(2) Gubernurmenetapkansebuahdesa/kelurahanmenjadiDesa/KelurahanWisa

tasetelahdilakukanpenilaiandenganmemperhatikanhasilpenilaiansebagaim

anadimaksuddalamPasal9.

(3) Gubernur menetapkan desa/kelurahan menjadi Desa Wisata lintas

Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan Keputusan Gubernur.

(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaipencanangan,penilaian,danpenetapandiatur

denganPeraturanGubernur.

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

Pembangunan Desa Wisata merupakan pembangunan yang meliputi aspek:

a. pengembangan infrastruktur

b. produk wisata;

c. sumber daya manusia;

d. manajemenkelembagaan;



e. kemitraan; dan

f. promosi dan pemasaran.

Bagian Kedua
Pengembangan Infrastruktur

Pasal 10

PengembanganinfrastrukturDesaWisatasebagaimanadimaksuddalamPasal

16hurufa,meliputi:

a. pembangunaninfrastruktursaranadanprasaranasentraindustriDesa;

b. pembangunaninfrastrukturindustrikreatifdanindustrirumahtangga

Desa;

c. pembangunaninfrastrukturtransportasidankomunikasi;dan

d. pembangunaninfrastrukturlainnyasesuaikebutuhan.

Bagian Ketiga
Produk Wisata

Pasal 11

(1) Pembangunan Desa Wisata dari aspek produk wisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf b karakteristik utamanya berupa jasa.

(2) Tingkatan produk Desa Wisata dibagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri atas:

a. produk inti sebagai fitur utama yang memotivasi wisatawan untuk

mengunjungi Desa Wisata berupa keunikan dan yang spesifik seperti

kehidupan sosial dan budaya dan tempat rekreasi yang menarik.

b. produk pendukung yang membuat kunjungan menjadi lebih dan

menyenangkan, seperti industri rumah tangga, galeri, penginapan yang

unik, souvenir, kuliner dan transportasi tradisional;

c. produk pelengkap, yaitu produk yang menunjang kemudahan dan

kenyamanan untuk melakukan kegiatan pariwisata seperti; pusat

informasi, rambu-rambu, rute perjalanan wisata dan pemandu wisata.



Pasal 12

(1) Produk wisata dikembangkan di Desa Wisata agar memiliki daya tarik dan

dikunjungi oleh wisatawan.

(2) Dalam pengembangan produk wisata perlu diperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a. keaslian berupa warisan budaya yang asli yang dijaga dan dilestarikan

secara turun temurun;

b. tradisi masyarakat local, berupa segala sesuatu yang merakar dan

melekat dengan kehidupan masyarakat di suatu desa yang menjadi ciri

dan karakter budaya yang dipelihara dan dilestarikan;

c. keterlibatan masyarakat, yaitu masyarakat mengambil bagian secara

aktif dalam semua proses perencanaan dan pembangunan desa wisata;

d. sikap dan nilai yang perlu dijunjung tinggi oleh masyarakat agar tidak

mengalami degrasi akibat kunjungan wisatawan; dan

e. konservasi dan daya dukung, pengembangan dewsa wisata harus

menerapkan prinsip pelestarian dan pemanfaatannya agar tidak

melampaui daya dukung lingkungan.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 13
(1) Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c

memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan profesional dan

integritas.

(2) Sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yaitu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan

kepariwisataan.

(3) Sumber daya manusia yang professional dan integritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan bekerja secara jujur,

totalitas tinggi terhadap tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat
Manajemen Kelembagaan

Pasal 14

(1) Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf d perlu didukung dengan manajemen kelembagaan

yang solid, fleksibel, sederhana dan dinamis.

(2) Manajemen dan kelembagaan Desa Wisata harus bersifat mandiri,

melibatkan tokoh masyarakat desa berbasis pada asas manfaat.

(3) Dalam penyelenggaraan manajemen kelembagaan Desa Wisata diatur

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya peningkatan kualitas pelaksanaan

manajemen dan kelembagaan Desa Wisata.

(2) Failitasi peningkatan manajemen dan kelembagaan Desa wisata

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. pendidikan dan pelatihan; dan

b. pemagangan.

Pasal 16

(1)SatuDesaWisatahanyadikelolaolehsatupengelolaDesaWisata.

(2)SusunanPengelolaDesaWisatasebagaimanadimaksudpadaayat (1)

disesuaikandengankebutuhan.

(3)  Pengelola Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Desa.

Pasal17

PengelolaDesaWisatabertugas:

a.mengaturdanmengelolaDesaWisataantaralain:



1.kegiatanatraksiwisata;

2.pendaftaranusahawisata;

3.saranadanprasana;dan/atau

4.fasilitasdankeamanan.

b.membinausahakepariwisataanyangada;

c.menyelenggarakankerjasamakemitraandenganpihakketiga;dan

d.melakukankoordinasidenganpemerintahdesa,perangkatdaerahkabupaten/k

otadanperangkatdaerahprovinsiyangterkaitdenganpengembanganDesaWisa

ta.

Bagian Kelima
Kemitraan
Pasal18

(1)KerjasamakemitraansebagaimanadimaksuddalamPasal9hurufedilakukanole

hPengelolaDesaWisatadenganpihakketigadalamrangkauntukmeningkatkan

kesejahteraanmasyarakatDesaWisata.

(2)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dituangkandalamsuatuperjanji

ankerjasamasecaratertulisdisaksikanolehkepaladesa/lurah,perangkatdaer

ahkabupaten/kota,dan/atauperangatdaerahprovinsiyangmenanganiurusa

nbidangPariwisata.

Pasal19

KerjasamaantaraPengelolaDesaWisatadenganpihakketigasebagaimanadimaks

uddalamPasal18antaralaindapatberbentuk:

a. kerjasamabagihasilusaha;

b. kerjasamaproduksi;

c.kerjasamamanajemen;dan/atau

d.kerjasamabagitempatusaha.



Pasal20

PerjanjiankerjasamasebagaimanadimaksuddalamPasal18ayat(2)palingsedikit

memuat:

a.ruanglingkupkerjasama;

b.tatacaradanketentuanpelaksanaankerjasama;

c.jangkawaktu;

d.hakdankewajiban;

e.pendanaan;

f.tatacaraperubahan,penundaan,danpembatalan;dang.penyelesaianperselisiha

n.

Bagian Keenam
Promosi dan Pemasaran

Pasal21

(1) Dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dilakukan promosi

dan pemasaran.

(2) PemasaranDesaWisatasebagaimanadimaksuddalamPasal9huruffmeliputipe

masaranDesaWisatabersama,terpadudanberkesinambungandenganmelibat

kanseluruhpemangkukepentingan

(3) Teknik promosi dan pemasaran yang dapat dilakukan dalam

mempromosikan Desa Wisata dan produknya sebagai berikut:

a. aktivitas promosi berupa identifikasi target pasar, identifikasi keunikan

produk, pencetakan brosur/leflet dan lain-lain;

b. kerjasama dengan para pelaku seperti praktisi pariwisata, tour operator,

dan instansi Pemerintah di bidang pariwisata;

c. pameran produk pariwisata; dan/atau

d. Web-markketing (pemasaran melalui media internet).



BABIV
STRATEGIDANBASIS PEMBERDAYAAN DESA WISATA

Pasal22

StrategiPemberdayaanDesaWisatameliputi:

a.identifikasinilai-

nilaibudayayangadadanpotensialuntukdilestarikandandikembangkan;b.p

emberdayaanpotensi-

potensiwisatadesauntukdibangundandikembangkan;

c.pelembagaanforum-

forumaktualisasibudayadanpariwisatadesadalamkegiatan-

kegiatanstrategistingkatlokal,regional,nasionaldaninternasional;

d.peningkatankoordinasi,informasi,promosidankomunikasiantarpemerintah

desa,pemerintahkabupaten/kota,PemerintahDaerahdanpemangkukepenti

nganpariwisatadalamupayapengembangandesawisatayangberkelanjutan.

Pasal23

(1)BasispemberdayaanDesaWisatameliputi:

a.wisataalamyangmeliputidayatarikwisataberbasissumberdayaalamperdes

aanantaralainhutan,perkebunanrakyat,bahari,gasbumidan/atausumb

erairpanasdalammodelpengembanganwisataagro;

b.wisatabudayayangmeliputidayatarikwisataberbasistradisibudayadankea

rifanlokalsepertiupacaraadat,musiktradisional,taritradisional,situs/cag

arbudaya,religi,arsitekturlokal,kerajinanlokaldankulinersertakekhasan

budayalainnya; dan

c.wisatahasilbuatanmanusiayangmeliputidayatarikwisataberbasiskreasid

ankreatifitasorangperoranganmaupunkelompoksepertikerajinantangan

dalambentuksenirupa,senilukis,tamanrekreasi,galeridansanggarbuday

asetempat.

(2)SelainbasispemberdayaanDesaWisatasebagaimanayangdimaksudpadaayat(



1)dapatdikembangkanperpaduanantarabasiswisataalam,wisatabudaya,da

nwisatahasilbuatanmanusia.

BABV
PENGELOLADESAWISATA

Pasal24

(1)SatuDesaWisatahanyabolehdikelolaolehsatupengelolaDesaWisata.

(2)SusunanPengelolaDesaWisatasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

disesuaikandengankebutuhan.

Pasal25

PengelolaDesaWisatabertugas:

a.mengaturdanmengelolaDesaWisataantaralain:

1.kegiatanatraksiwisata;

2.pendaftaranusahawisata;

3.saranadanprasana;dan/atau

4.fasilitasdankeamanan.

b.membinausahakepariwisataanyangada;

c.menyelenggarakankerjasamakemitraandenganpihakketiga;dan

d.melakukankoordinasidenganpemerintahdesa,perangkatdaerahkabupaten/k

otadanperangkatdaerahprovinsiyangterkaitdenganpengembanganDesaWisat

a.

BABVI
USAHAPARIWISATAPADADESAWISAT

A

BagianKesatu
Umum

Pasal26

(1)Dalamrangkapenyediaanbarangdan/ataujasabagipemenuhankebutuhanwis



atawandanpenyelenggaraanpariwisata,pengembanganDesaWisatadidukun

gdenganusahapariwisatayangbaik.

(2)Usahapariwisatasebagaimanadimaksudpadaayat(1),meliputibidangusahake

pariwisataansebagaimanadiaturdidalamperaturan perundang-

undangankepariwisataan.

Pasal27

(1)UntukmemberikanperlindunganbagipengelolaanDesaWisata,PemerintahDae

rahdapatmembatasiusahapariwisatayangada.

(2)Pembatasanusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:

a. pembatasanjenisusahatertentuyangdianggapbertentangandengannilai-

nilaibudayamasyarakatDesawisatadan/ataujenisusahayangtidaksesuaid

engankonsepDesaWisatayangditetapkan;dan

b. pembatasanskalausahapariwisatadalamrangkamemberikanperlindunga

nbagipengusahapariwisataskalamikro,kecil,menengah.

(3)Pembatasanusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2),dilakukans

esuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal28

(1) SetiapusahapariwisatadiDesaWisatawajibmendaftarkanUsahaJasa

WisatanyapadaPemerintahKabupaten/Kota.

(2) PendaftaranUsahaPariwisatasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

BagianKedua

JenisUsahaPariwisataDesaWisata
Pasal29

(1) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata antara lain:

a. jasa makanan dan minuman;



b. penyediaan akomodasi;

c. penyelenggaraankegiatanhiburandanrekreasi;

d. dayatarikwisata;

e. jasatransportasiwisata;

f. jasaperjalananwisata;

g. jasa pramuwisata;

h. wisata tirta;

i. jasa informasi wisata; dan

j. jasa konsultan wisata.

(2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencerminkan tradisi dan kearifan local masyarakat di Desa Wisata.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 30

Setiap Desa Wisata berhak atas:

a. bantuan dana dari Pemerintah Daerah;

b. fasilitasi dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan kepariwisataan;

c. pelibatan dalam promosi di bidang kepariwisataan;

d. pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas; dan/atau

e. pengembangan kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 31

Setiap Desa Wisata wajib:

a. menjaga kelestarian nilai-nilai, norma-norma dan adat istiadat di Desa

Wisata;

b. menjaga kelestarian lingkungan di Desa Wisata; dan

c. berperilaku yang sopan dan ramah tamah dalam melayani para wisatawan;



BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Desa Wisata Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a. memfasilitasi pengembangan Desa Wisata;

b. membantu pengembangan Desa Wisata; dan

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata;

Pasal 33

Dalam pelaksanaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah berwenang:

a. penilaian untuk pembentukan Desa Wisata

b. penetapan Desa Wisata;

c. melakukan evaluasi keberadaan Desa Wisata.

BAB IX
TAHAP PERKEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 34

Perkembangan suatu Desa Wisata sebagai suatu produk wisata dapat

dikategorikan ke dalam 3 (tiga) kategori:

a. berpotensi;

b. berkembang; dan

c. maju.

Pasal 35

Desa Wisata Berpotensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal…huruf a, harus

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi Desa Wisata;

b. pengembangan sarana dan prasarana masih terbatas;



c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung; dan

d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih

rendah.

Pasal 36

Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal…huruf b, harus

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan;

b. sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas

pariwisata;

c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi

masyarakat setempat;

d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan

e. masih memerlukan pendamping dari pihak terkait baik Pemerintah maupun

Swasta.

Pasal 37

Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud dalammPasal …huruf c, harus

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar terhadap potensi wisata termasuk

pengembangannya;

b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh

wisatawan;

c. masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara

swadaya seperti sumber daya manusia, produk dan organisasinya;

d. sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata sudah memadai;

e. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya serta

mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar; dan

f. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa-desa wisata

lainnya.



BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa

Wisata.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Dinas yang melaksanakan urusan di bidang kepariwisataan.

Pasal 39

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam

bentuk kegiatan:

a.pembinaankelembagaan;

b.pendampingan;

c.fasilitasitandadaftarusaha;

d.mutuprodukwisatapedesaan;

e.pembinaanpeningkatankemampuantenagakerjapariwisata;

f.pembinaaanteknispemasaran/promosi;

g.sosialisasiterhadapperaturanperundangan;dan

h.pemberianpenghargaanbagipengelolaanDesaWisatayangberprestasi.

(2) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Gubernur melalui Dinas.

Pasal 40

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam

bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Gubernur melalui Dinas.



Pasal 41

Ketentuanlebihlanjutmengenaipembinaandanpengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diaturdalam Peraturan Gubernur.

BABXI
PEMBIAYAAN

Pasal42

(1)PemerintahProvinsidanPemerintahKabupaten/KotadanPemerintahDesawaj

ibmengalokasikananggarandalamrangkapemberdayaanDesaWisatamulaid

aripencanangan,penilaian,penetapan,hinggapengembanganDesaWisatase

suaidengankemampuankeuangandaerah.

(2)Sumberpembiayaanyangdimaksudpadaayat(1)dapatberasaldari:

a.AnggaranPendapatanDanBelanjaDaerah;

b.AnggaranPendapatanDanBelanjaDaerahKabupaten/Kota;

c.AnggaranPendapatanDanBelanjaDesa;atau

d.sumberpembiayaanlainyangsahdantidakmengikat.

BABXII
KETENTUANPERALIHAN

Pasal43

(1) DesaWisatayangsudahditetapkansebelumberlakunyaPeraturanDaerahinidi

nyatakanberlakusebagaipencananganDesaWisata.

(2) PenetapanDesaWisatasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakansesu

aidenganketentuandalamPeraturanDaerahini.

BAB XIII



PENUTUP

Pasal44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ZILKIFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH ROVINSI NUSA TENGGA BARAT,

ISWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR…

PENJELASAN



ATAS

RANCANGAN PERATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN DESA WISATA

I. UMUM.

Desa merupakan organisasi pemerintahan terendah dalam struktur dan

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diatur

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomr 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada saat sekarang Desa sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah melalui

pengguliran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan dana

desa yang ada dan cukup besar melebihi 1 milyar tersebut, penyeleggara

pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan

pemerintahan desa dan masyarakat yang disusun melalui proses

perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa yang dituangkan dan ditetapkan

dengan Peraturan Desa tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDes).

Meskipun desa sudah mulai menerima dana yang cukup besar, namun

peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan

desa dan peningkatan kesejahteran masyarakat tidak sepenuhnya

diserahkan kepada desa, tetapi peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

terus dilakukan. Salah satu yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah



Daerah untuk desa adalah pembangunan di bidang kepariwistaan.

Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan bidang

ekonomi, membawa beberapa dampak bagi pemerintah daerah dan

masyarakat antara lain:

a. mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan

masyarakat;

b. meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;

c. membuka lapangan kerja;

d. dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan

dan menampilkan potensi budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas

atau daerah; dan

e. menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan daerah masing-masing.

Dukungan terhadap pembangunan desa tidak hanya dilakukan melalui

Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi desa

juga melalui perencanaan pembangunan dari berbagai sektor dan bidang

sesuai dengan kondisi dapat menggali sumber dana berdasatkan potensi

yang dimiliki dan yang dapat dikembangkan oleh desa, salah satunya

adalah perencanaan pembangunan desa melalui penetapan Desa Wisata.

Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan

masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Potensi desa yang dapat dikembangkan dengan adanya perencanaan

tentang Desa Wisata meliputi:

a. potensi alam seperti; pantai, air terjun, potensi alam pegunungan, dan

potensi wisata alam lainnya;

b. potensi budaya seperti; adat istiadat, kesenian tradisional, atraksi

budaya; dan

c. peninggalan bersejarah yang dapat dikembangkan sebagai bagian daya

tarik wisata yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan

mancanegara.Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai

sumber daya tarik yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan



mancanegara yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan bagi

pemerintah desa dan masyarakat desa.

Selain itu, potensi wisata budaya dan atraksi budaya antara lain kesenian

tradisional, perayaan maulid secara adat dan lain-lain. Dengan potensi

tersebut, maka desa berhak mengembangkannya sebagai suatu aset yang

dapat dijadikan daya tarik pengunjung untuk datang ke desa baik

pengunjung wisatawan nusantara atau domestik maupun wisatawan

mancannegara.

Fenomena yang ada pada saat sekarang, banyak desa yang mengklaim

desanya sebagai desa wisata, namun apa indikator, kriteria dan persyaratan

bagi suatu desa sehingga dapat dikatergorikan dan ditetapkan sebagai desa

wisata, belum ada regulasi yang mengaturnya.

Oleh karena itu, agar tidak ada lagi desa yang dengan mudah mengklaim

desanya sebagai desa wisata, maka perlu diatur tentang kriteria, indicator

atau persyaratan sebuah desa untuk ditetapkan menjadi desa wisata yang

dijadikan pedoman dalam penentuan dan penetapan suatu desa sebagai

desa wisata dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang

penetapan desa wisata.

II.PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17



Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas



Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42



Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NO…


